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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the influence of Hotel Tax, Street
Lighting Taxes, Advertisement Tax and Parking Tax on Local Original Income in
Central Java District 2014 - 2016 Period.
This study uses data from 2014 -2016 to examine the effect of hotel taxes,
street lighting tax, advertisement tax and parking tax to local revenue by taking
research object that is the regency in Central Java with 29 regencies. The
analysis technique used is Multiple Regression Analysis.
The result of the research shows that (1) Hotel Tax has an effect on Local
Revenue, (2) Street Lighting Tax has an effect on Local Original Income, (3)
Rekleme Tax does not influence Local Original Income, (4) Parking Tax has no
effect to Local Original Revenue .
Keywords: Hotel Tax, Street Lighting Tax, Advertisement Tax, Parking Tax, and
PAD
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Jawa Tengah Periode 2014 – 2016.
Penelitian ini menggunakan data tahun 2014 -2016  untuk menguji
pengaruh pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak parkir
terhadap pendapatan asli daerah dengan mengambil obyek penelitian yaitu
kabupaten di Jawa Tengah yang berjumlah 29 kabupaten. Teknik analisis yang
digunakan adalah Analisis Regresi Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pajak Hotel berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Pajak Penerangan Jalan berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli daerah, (3) Pajak Rekleme tidak berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah, (4) Pajak parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan
Asli Daerah.
Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir,
dan PAD
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
(Nirbta, 2014).
Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan
diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002).
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal memberikan implikasi
adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah
yang disertai dengan pemberian sumber sumber keuangan untuk mendanai urusan
yang telah diserahkan kepada daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah
2adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik
dan efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah (Nupus, 2012).
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran
wajib rakyat kepada suatu negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintahan. Pembagian pajak menurut wewenang
pemungutan pajak dipisahkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak
daerah,pajak pusat dipungut pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan
pajak penambahan nilai. Sedangkan untuk pajak daerah dipunggut oleh
pemerintah daerah itu sendiri (Rizqiyah, 2013).
Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah
memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak
daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka
optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran
pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan
ektensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah maka
pendapatan asli daerah juga semakin besar (Halim, 2001).
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.
Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya
otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya
3otonomi, daerah dipacu untuk dapat bereaksi mencari sumber penerimaan daerah
yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Putri, 2015).
Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam
pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan
dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di
daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan
peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan
memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai
kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri (Febrian, 2015).
Hal yang bisa diusahakan oleh pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah
adalah mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama
ini ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum
dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan
tetapi bukan berarti bahwa setiap tingakat pemerintah daerah ekonomi harus
mampu membiayai seluruh keperluan dari setian pendapatan asli daerah.
Sebab pendapatan asli daerah hanya merupakan  sumber salah satu utama
keuangan daerah, masih ada penerimaan lain yang berupa hasil pajak, dan bukan
pajak, subsidi dan bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman daerah kesemua
bagian pemerintah daerah tersebut tiap tahunnya tercermin dalam anggaran
endapatan dan belanja daerah.
Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh
pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah
4merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli
daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah ini
mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka
semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah
daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang
berasal dari PAD ( Rahayu, 2015 ).
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di indonesia yang telah
merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Dengan
pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar kemandirian dan
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan  program dan kegiatan
yang sudah direncanakan.
Dari jumlah nilai rata-rata pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa
Tengah pada tahun 2014-2016 ada beberapa Kabupaten yang memiliki nilai rata-
rata yang cukup besar yaitu dengan jumlah  Rp. 20-40 triliun tetapi juga terdapat
beberapa Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki nilai rata-rata pendapatan asli
daerah di bawah Rp. 20 triliun (BPK Jateng 2014-2016).
Penelitian ini merujuk dari penelitian (Rustanto, 2014 )  yang berjudul
Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta yang mempunyai hasil bahwa pajak hotel mempengaruhi pendapatan
5asli daerah kota surakarta sedangkan pajak restoran tidak mempengaruhi
pendapatan asli daerah surakarta.
Sedangkan dalam penelitian (Putri, 2015) yang berjudul Analisis
kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang yang
mempunyai hasil  (1) kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten
sumber sendiri Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh
pembaharuan peraturan daerah tentang pengumuman resmi kebijakan biaya
parkir. (2) Pertumbuhan retribusi parkir mengalami fluktuasi.
Hal ini sesuai dengan realisasi retribusi parkir yang difokuskan hanya pada
pencapaian target tanpa mempertimbangkan pertumbuhan sejarah di tahun-tahun
sebelumnya. (3)Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten
sumber sendiri kabupaten malang tergolong efektif (4)realisasi tren peramalan
biaya parkir kabupaten malang di 2015-2019 terus meningkat.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
(Rustanto, 2014) mengambil obyek pada data Kota Surakarta, sedangkan
penelitian ini mengambil obyek pada Kabupaten di Jawa Tengah Selain itu
variabel penelitian ini mengambil variabel bebas: pajak hotel, pajak penerangan
jalan, pajak reklame dan pajak parkir yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.
Sedangkan penelitian (Rustanto, 2014) hanya meneliti pengaruh pajak hotel dan
restoran terhadap pendapatan asli daerah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti
mengambil judul penelitian “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan,
6Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten di Jawa Tengah”.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian mengidentifikasikan masalah
yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu: Ada bebetapa kabupaten
di Jawa Tengah yang memiliki nilai rata-rata pendapatan asli daerah yang kurang
dari Rp. 20 triliun maka pendapatan asli daerah di Jawa Tengah belum
memberikan kontribusi yang cukup besar menyebabkan pemerintah daerah
mengalami ketergantungan dengan adanya peningkatan pajak daerah.
1.3. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan mengingat
masalah yang tercakup pada penelitian ini sangat luas maka peneliti membatasi.
Agara penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan
pembatasan masalah difokuskan mengenai pengaruh pajak hotel, pajak
penerangan jalan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan PAD pada
pemerintahan daerah Kabupaten di Jawa Tengah.
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:
1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten di Jawa Tengah?
72. Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah Kabupaten di Jawa Tengah?
3. Apakah pajak reklame  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten di  Jawa Tengah?
4. Apakah pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten di Jawa Tengah?
1.5. Tujuan Penelitian
Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan tanah terhadap
pendapatan asli daerah  Kabupaten di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli
daerah Kabupaten di Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten di Jawa Tengah.
1.6. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
pemahaman untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji
serta mengembangkannya.
82. Manfaat Praktis
a. Bagi wajib pajak, dapat meningkatkan kewajiban dan kemauan dalam
membayar pajak.
b. Bagi akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk
penelitian selanjutnya.
c. Bagi penulis, untuk mengetahui secara mendalam dan detail tentang peraturan
pajak dan sistem perpajakan.
d. Bagi kantor Pajak, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil
guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang
dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
1.7 Jadwal Penelitian
Terlampir
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi
Penulisan Skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk
mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara garis
besar adalah  sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah,rumusan masalah,
tujuan, manfaat,batasan masalah, dansistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan
konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan
9dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan
hipotesis.
BAB III : METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitianyang digunakan
pada penelitian ini, yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian,jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, depenisi overasional,teknik analisis data ,
dan jadwal penelitian.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan tentang deskriptif hasil penelitian, pengujian hipotesis dan
pembahasan dari hasil penelitian.
BAB V : PENUTUP
Bab ini merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Teori
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Halim (2008) mengemukakan bahwa,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi daerah.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli
daerah (PAD)merupakan sumber keuangan daerah yang di peroleh dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah
yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang dikelola oleh
pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat
jenis pendapatan, yaitu:
1. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Jenis-jenis Pajak Daerah, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di bagi menjadi dua jenis
pajak daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota (Siahaan, 2013).
Pajak Provinsi, terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan dan
e. Pajak Rokok.
Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
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2.  Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Bardasarkan Undang-undang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi
Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu (Siahaan, 2013).
a. Retribusi Jasa Umum, retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan. Objek pendapatan yang
termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1) Retribusi Pelayanan kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Kebersihan
3) Retribusi pengganti bebean cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6) Retribusi pelayanan pasar
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam
9) Retribusi penggantian bahan cetak peta
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10) Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus
11) Retribusi pengolahan limbah cair
12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
13) Retribusi pelayanan pendidikan
14) Retribusi pengadilan menara telekomunikasi
b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
3) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
4) Retribusi jasa usaha terminal
5) Retribusi jasa tempat khusus parkir
6) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
8) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabhan
9) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga
10) Retribusi penyebrangan di air
11) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
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pemanfaatan ruaang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Janis retribusi perizinan tertentu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu
sebagai berikut:
1) Retribusi  izin mendirikan bangunan
2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3) Retribusi izin gangguan
4) Retribusi izin trayek
5) Retribusi izin usaha perikanan
3. Hasail Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekeayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan (Halim, 2008). Jenis pendapatan dirinci menurut obyek yang mencakup:
a. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik
Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah
selain yang diatas (Halim, 2008). Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan
berikut:
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1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan narang dan/atau jasa oleh daerah
6. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak daerah
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan penganbilan
12. Pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan daeri penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
2.1.2 Pajak Hotel
Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah
fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, mencakup motel, losmen gubuk pariwisata, rumah penginapan,
dan sejenisnya (Samudra, 2015).
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1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran
di hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapam hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan
hiburan.
Yang termasuk kedalam objek ialah sebagai berikut:
a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang
termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan.
b. Jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tiggal jangka
pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberi kemudahan dan
kenyamanan.
Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung
pertemuan. Pengusaha hotel termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma,
pondok wisata dan gedung pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk
menyetor pajak yang seharusnya terutang.
2.  Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
hotel termasuk di dalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung
pertemuan.
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Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.
Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan di hotel termasuk di
dalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan.
2.1.3 Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga
listrik. Perusahaan listrik negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero
perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan
dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan
sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan (Samudra, 2015).
1. Subjek, Obyek dan Wajib Pajak
Menurut peraturan daerah, subjek pajak penerangan jalan adalah wajib pajak
yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan Listrik PLN dan Penggunaan
tentang Listrik non PLN. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya,
WP penggunaan tenaga listrik non PLN dapat diwakili dalam hal:
a. Orang pribadi, oleh kuasanya atau ahli warisnya;
b. Badan oleh pengurus atau kuasanya;
c. Orang pribadi atau badan yang berdomisili atau berkedudukan di luar daerah
yang bersangkutan, oleh kuasanya atau pengurusnya yang berkedudukan
didaerah yang dimaksud.
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik PLN ( PT
Perusahaan Listrik Negara) dan non PLN yang menggunakan energi primer.
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2. Dasar Pengenaan Pajak  dan Tarif Pajak
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai
jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran nilai jual
tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang
bersangkutan.
Mengenai tarif pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).
b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak
bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi
sebesar 3% ( tiga persen).
c. Penggunaan tenaga listrik yang di hasilkan sendiri, ntarif pajak Penerangan
Jalan di tetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
Tarif  Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.1.4  Pajak Reklame
Sugianto (2008) menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau
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media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan
dipergunakan memperkenlkan, menganjurkan, atau mengendalikan secara positif
suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada
suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau
didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
1. Jenis (Klasifikasi) Reklame
Jenis jenis reklame adalah sebagai berikut:
a. Reklame papan/billboard/videotron/ megatron dan sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat;
d. Reklame melekat stiker;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame flm/slide;
j. Reklame peragaan.
2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Objek pajak reklame ialah semua penyelenggaraan reklame.
Subjek pajak reklame ialah penyelenggaraan pajak reklame menurut jenisnya.
Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan reklame.
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Wajib pajak reklame ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
reklame.
3. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung
berdasarkan:
a. Besarnya biaya pemasangan reklame
b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
c. Lama pemasangan reklame
d. Nilai strategis lokal
e. Jenis reklame
Tarif pajak ditentukan setinggi-tinggi 25%
2.1.5  Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggarakan tempat
parkir diluar badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
(Samudra, 2015).
1. Objek, Subjek dan Pengecualian Pajak
Objek pajak adalah semua penyelenggaran tempat parkir yang disediakan
dimiliki dan/atau dikelola oleh penyelenggaraan parkir, dengan memungut
bayaran baik langsung ataupun tidak langsung. Objek pajak meliputi:
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a. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan; naik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
b. Tempat penitipan kendaraan bermotor.
Dikecualikan dari objek pajak:
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri.
c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, perwakilan Negara
Asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal
balik sebagai mana berlaku untuk pajak negara.
d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan dengan peraturan
daerah.
2. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.
3. Tarif Pajak
Tarif  pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar
pengenaan pajak.
Hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah
merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang mana pajak merupakan pendapatan
sumber utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-
kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Sehingga pajak daerah merupakan salah
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satu sumber keuangan daerah yang utama untuk peningkatan pendaptan asli daerah
sangat berpengaruh.
2.2  Hasil Penelitian yang Relevan
1. Putri  (2015) yang berjudul “Analisis Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Malang” yang mempunyai hasil  (1) kontribusi
retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten sumber sendiri Kabupaten
Malang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh pembaharuan peraturan
daerah tentang pengumuman resmi kebijakan biaya parkir. (2) Pertumbuhan
retribusi parkir mengalami fluktuasi. Hal ini sesuai dengan realisasi retribusi
parkir yang difokuskan hanya pada pencapaian target tanpa
mempertimbangkan pertumbuhan sejarah di tahun-tahun sebelumnya. (3)
Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten sumber
sendiri kabupaten malang tergolong efektif (4) realisasi tren peramalan biaya
parkir Kabupaten Malang di 2015-2019 terus meningkat.
2. Paramita (2013) dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi pada Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung)”, dengan hasil penelitian bahwa pajak hotel berpengaruh
secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, pajak restoran
juga berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota
Bandung.
3. Peridayana (2014) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak
Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
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Bandung Tahun 2010-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada
pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan
retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD); (2) ada pengaruh
positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli
daerah; (3) ada pengaruh positif secara parsial dari pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah; (4) ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi
daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.
4. Ni.M.Marita (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan
Asli Daerah di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi
penerimaann pajak daerah dimana pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan
pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan sigifikansi terhadap pendapatan
asli daerah sebagai variabel dependen dalam lingkungan volatilitas.
5. Lumintang (2015) dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak
Restoran dan Pajak Hiburan Berdasarkan Sistem Ketepatan Pajak Serta
Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”.  Hasil
penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2010,
2012, 2013, dan 2014 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif
dan pada tahun 2011 memenuhi kriteria efektif pada tingkat efektivitas pajak
hiburan pada tahun 2010, 2012, dan 2013 tingkat efektivitasnya memenuhi
kriteria sangat efektif dan pada tahun 2011 dan 2014 efektivitasnya memenuhi
kriteria efektif.
6.
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2.3 Kerangka Berfikir
Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling
menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan. Dalam
hal ini laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan
dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Inti pelaksanaan
otonomi adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa,
kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan
memajukan daerahnya (Nugroho, 2000).
Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber
penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di
daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang
ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana
setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu
pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang
ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah
daerah tersebut (Nirbeta, 2012).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di
Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi atas lima jenis
pajak yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta
pajak rokok dan pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak,
terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air
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tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Penelitian ini terdiri dari 5 variabel yaitu pajak hotel, pajak penerangan
jalan, pajak reklame,dan pajak parkir sebagai variabel dependen, pendapatan asli
daerah sebagai variabel independen. Untuk mengetahui hubungan antara variabel
dependen dan variabel independen, maka digambarkan model penelitian sebagai
berikut :
2.4  Hipotesis
` Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,
tinjauan pustaka, dan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan
hipotesis sebagai berikut :
1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah
memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak
daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka
optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran
pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan
Pajak Hotel
X1
xPajak Penerangan Jalan
X2
Pajak Reklame
X3
Pajak Parkir
X4
Pendapatan Asli Daerah
Y
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ektensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pendapatan asli daerah maka
belanja daerah juga semakin besar, jika pendapatan asli daerah rendah maka
belanja daerah juga akan rendah menurut (Halim, 2001).
Dari penelitian (Rustanto, 2014 ) yang mempunyai hasil bahwa pajak hotel
mempengaruhi pendapatan asli daerah kota surakarta, dan penelitian (Rochimah,
2012) yang mempunyai hasil bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan
terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah.
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa
Tengah.
2. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pajak penerangan jalan merupakan  pungutan daerah atas penggunaan
tenaga listrik. Perusahaan listrik negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero
perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan
dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan
sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.
Dari penelitian (Nirbeta, 2012) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak
Penerangan Jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan penelitian
(Ni.M.Marita, 2016) yang mempunyai hasil bahwa pajak penerangan jalan
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar.
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
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H2: Pajak penerangan jalan  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten di Jawa Tengah.
3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri
dari alat maupun benda, perbuatan secara langsung ataupun melalui media yang
menurut corak maupun bentuk ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan guna
menganjurkan, memujikan dan memperkenalkan seseorang, jasa maupun barang agar
dapat menarik suatu perhatian umum, serta ditempatkan disuatu tempat umum,
kecuali hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang menjadi dasar adanya
dugaan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Dari penelitian (Ni.M.Marita, 2016) Hasil penelitian menunjukan bahwa
pajak reklame berpengaruh positif dan sigifikansi terhadap pendapatan asli daerah
Kota Denpasar. Dan penelitian (Nirbeta, 2012) yang mempunyai hasil bahwa
pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota
Tanjungpinang.
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di
Jawa Tengah.
4. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran pendapatan asli
daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai
kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat
mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri.
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Sehingga dapat memperbesar tersedianya keuangan daerah. Diantara jenis
penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak
parkir dan pajak tanah air, pajak sarang burung walet dan lain-lain. Hal ini yang
menjadi dugaan adanya bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah.
Dari penelitian (Rizqiyah, 2013) Dengan hasil penelitian menunjukan
pajak parkir berpengaruh segnifikan terhadap pendapatan asli daearh. Dan
penelitian (Nirbeta, 2012) yang mempunyai hasil bahwa pajak parkir tidak
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daearh Kabupaten di Jawa
Tengah.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian
Waktu yang digunakan mulai dari penyusunan proposal sampai
tersusunnya laporan penelitian adalah pada bulan April  2017 sampai selesai.
Penulis melakukan wilayah penelitian pada Kabupaten di Jawa Tengah.
3.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini
bentuk hubungan antar variabel adalah hubungan kausal/sebab akibat, untuk
penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk
angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2012).
Sehingga yang dimaksud penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang datanya
dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik.
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pegambilan Sampel
3.3.1. Populasi
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 29 Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
3.3.2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber
data. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Kabupaten di Provinsi
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Jawa Tengah, yaitu sebanyak 29 Kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2014 –
2016.
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik
purposive sampling, dimana kriteria yang telah ditetapkan adalah data yang
lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti selama tahun pengamatan.
3.4 Data dan Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder
adalah data yang berasal dari sumber internal. dalam penelitian ini yang
merupakan data sekunder adalah dokumen data realisasi penerimaan PAD pada
Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Tahun 2014-2016.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data penulisan proposal ini, penulis mengunakan
metode dokumentasi yaitu, pengumpulan data dengan melakukkan pengumpulan
data laporan realisasi pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak
parkir di Kabupaten Jawa Tengah dan pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa
Tengah.
3.6 Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel
independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).
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1. Variabel Independen (bebas)
Variabel bebas merupakan yang mempengaruhi atau menjadi sebab
perubahan atau timbul variabel dependenmengacu pada penelitian sebelumnya,
pada pelitian ini variabel yang digunakan adalah :Pajak Hotel (X1),  Pajak
Penerangan Jalan (X2) , Pajak Reklame (X3) dan Pajak Parkir (X4).
2. Variabel dependen (terikat)
Variabel dependen adalah Variabel terikat merupakan variabel yang
dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas yang menjadi variabel
dalam penelitian ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y).
3.7 Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional merupakan penentuan construck sehingga menjadi
variabel yang dapat diukur, sebagai mana yang dikemukakan oleh (Supomo,
2002).
1. Pajak Hotel (X1)
Pajak hotel adalah pajak atas pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah
fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, mencakup hotel, losmen gubuk pariwisata, rumah penginapan,
dan sejenisnya (Vamiagustin, 2014).
2. Pajak Penerangan Jalan (X2)
Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga
listrik. Perusahaan listrik negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero
perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan
32
dan/atau Badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan
sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan (Samudra, 2015).
3. Pajak Reklame (X3)
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan
reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan memperkenlkan,
menganjurkan, atau mengendalikan secara positif suatu barang, jasa atau orang,
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang
yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat
umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Sugiyanto, 2008).
4. Pajak Parkir (X4)
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggarakan tempat
parkir diluar badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
(Samudra, 2015).
5. Pendapatan Asli Daerah (Y)
Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).
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3.8 Teknik Analisis Data
Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda dipilih karena teknik regresi
berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai masing-masing variabel
bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama (Burhan,
2015).
3.8.1 Statistik Diskriptif
Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang diteliti,
dilakukan pengolahan data melalui perhitungan setatistik diskriptif. Statistik
diskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-
rata (men), standar devisi, varian, maksimum, minimum, sum, rage, kurtosis dan
skewness (kemencengan distribusi) (Ghazali, 2016).
Statistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demografi
responden yang menunjukkan tingkat pendidikan, lamanya kerja dan usia
responden. Sedangkan untuk memberikan deskriptif tentang karakter variabel-
varabel penelitian digunakan tabel distribusi yang menunjukkan mean, median,
kisaran dan devisi standar.
3.8.2 Uji Asumsi Klasik
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti
melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi.
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1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Cara untuk
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013).
Uji normalitas penelitian ini menggunakan One Sampel Kolmogorov-
Smirnov Test, yaitu pengujian dua sisi yang dengan membandingkan signifikansi
hasil uji p value dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
- Signifikansi > 0,05, maka data terdistribusi normal.
-Signifikansi < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Bertujuan untuk menguji apakah model  regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling
berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama
dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model
regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013).
Multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan lawannya Variance
Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF
> 10. Langkah – langkah dalam uji multikolinearitas yaitu:
Dengan menggunakan nilai tolerance
a. Apabila nilai tolerance < 0,10 maka terjadi  multikolinearitas
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b. Apabila nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas
Dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF)
a. Apabila nilai VIF < 0,10 maka terjadi  multikolinearitas
b. Apabila nilai VIF > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas
3.  Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghazali, 2013).
Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas dalam
suatu model regresi linear berganda adalah dengan metode Uji Park, yaitu dengan
cara meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan
variabel independennya, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat
kepercayaan 5% jika signifikanvariabel independen >0,05 maka tidak terjadi
heteroskedastisitas . sebaliknya, jika nilai signifikan independen <0,05 maka
terjadi heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi, metode pengujiannya menggunakan uji Durbin-Watson
(DW test), yaitu nilai DW dibandingkan dengan DW tabel. Kriteria yang dipakai
adalah sebagai berikut:
a. Jika DW < dl atau DW > 4-dl, berarti terdapat autokorelasi.
b. Jika DW terletak antara dU dan 4-dU, berarti tidak ada autokorelasi.
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c. Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara 4-dU dan 4-dl, maka tidak
menghasilkan kesimpulan yang pasti.
3.8.3 Uji Ketepatan Model
1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinan (R2) menunjukkan seberapa prosentase variasi
variabel independen yang digunakan dalam medel regresi mampu menjelaskan
variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah antara Nol sampai dengan satu. Nilai
R2 yang mendekati Satu atau sama dengan Satu mengisyaratkan bahwa hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara
umum, R2 untuk data cross section relatif rendah karena adanya variasi yang
besar antara masing-masing pengamatan ( Ghazali, 2011 ).
2. Uji F
Menurut (Ghozali, 2016) menyatakan bahwa nilai F merupakan
pengujuian bersama-sama variabel independen yang di lakukan untuk melihat
variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dasar
pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas
melihat signifikan yaitu:
1) Apabila F hitung < F tabel atau probabilitas > 0,05, maka parameter β tersebut
tidak layak berada di model.
2) Apabila F hitung > F tabel atau probabilitas < 0,05, maka parameter β tersebut
layak berada di model.
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3.8.4 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda adalah analisis hubungan antara dua atau lebih
variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk
mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen,
apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen
mengalami kenaikan atau penurunan (Sugiyono, 2010: 275).
Model regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan matematika
sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ e
Dimana
Y = Pendapatan Asli Daerah
X1 = Pajak Hotel
X2 = Pajak Penerangan Jalan
X3 = Pajak Reklame
X4 = Pajak Parkir
a = konstanta
B1-B4= koefisien regresi
e = Error
3.8.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
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dependen. Ghozali (2006) dalam Burhan (2015). Penerimaan atau penolakan
hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak
signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi
signifikan). Secara parsial, variabel independen mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Penelitian
4.1.1 Letak Wilayah JawaTengah
Jawa Tengah adalah sebutan Provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian
tengah, sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat dan sebelah timur berbatasan
dengan Jawa Timur. Ibu Kota Jawa Tengah adalah Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah dibagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota.
Tabel 4.1
Daftar Kabupaten di Jawa Tengah
No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kab. Banjarnegara
Kab. Banyumas
Kab. Batang
Kab. Blora
Kab. Boyolali
Kab. Brebes
Kab. Cilacap
Kab. Demak
Kab. Grobogan
Kab. Jepara
Kab. Karanganyar
Kab. Kebumen
Kab. Pekalongan
Kab. Kendal
Kab. Klaten
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kab. Kudus
Kab. Magelang
Kab. Pati
Kab. Pemalang
Kab. Purbalingga
Kab. Purworejo
Kab. Rembang
Kab. Semarang
Kab. Sragen
Kab. Sukoharjo
Kab. Tegal
Kab. Temanggung
Kab. Wonogiri
Kab. Wonosobo
Kota. Magelang
31
32
33
34
35
Kota. Pekalongan
Kota. Salatiga
Kota. Semarang
Kota. Surakarta
Kota. Tegal
Sumber: Jatengprov.go.id, 2017
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4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan gambaran darisuatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimal,minimum.
Hasil yang diperoleh dari analisis deskriptifmenunjukkan hasil seperti pada
lampiran 3 dan tabel berikut :
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
Sumber: Data diolah,2018
Tabel 4.2. Dapat diketahui dibawah:
Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, didapatkan informasi
bahwa setelah dilakukan pengolahan data, dapat dilihat bahwa jumlah yang valid
pada penelitian ini adalah sebanyak 78 sempel dari total sampel sebanyak  87,
disebabkan 9 diantaranya data tidak terdistribusikan dengan normal sehingga
peneliti adalah sebagai berikut:
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PAD 78 144724168,00 541418386,00 2,57837,2508 74034309,41872
Pajak Hotel 78 3445,00 6864568,00 908550,6538 1346397,24168
Pajak Penerangan
Jalan
78 139747,00 54299102,00 25545640,1538 12398479,76622
Pajak Reklame 78 3256,00 2721150,00 905925,7949 569292,10920
Pajak Parkir 78 1110,00 1332249,00 123375,3462 205527,12949
Valid N (listwise) 78
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Pajak hotel  Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2014 – 2016 mencapai
rata-rata Rp.777400,0759 juta rupiah dengan pajak hotel terendah Rp.3445,00 juta
rupiah (Kabupaten Rembang 2013) dan pajak hotel tertinggi Rp.4772100,00 juta
rupiah (Kabupaten Banyumas 2013). pajak penerangan jalan Kabupaten di Jawa
Tengah pada tahun 2014 – 2016 mencapai rata-rata Rp.25397063,3797 juta rupiah
dengan pajak penerangan jalan terendah Rp.139747,00 juta rupiah (Kabupaten
Temanggung 2016) dan pajak penerangan jalan tertinggi Rp.54299102,00 juta
rupiah (Kabupaten Karanganyar 2015).
Pajak reklame Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2014 – 2016
mencapai rata-rata Rp.922308,5063 juta rupiah dengan pajak reklame terendah
Rp.3256,00 juta rupiah (Kabupaten Rembang 2013) dan pajak reklame tertinggi
Rp.2891652,00 juta rupiah (Kabupaten Klaten 2013). pajak parkir Kabupaten di
Jawa Tengah pada tahun 2014 – 2016  mencapai rata-rata Rp.103113,2308 juta
rupiah dengan pajak parkir terendah Rp.1110,00 juta rupiah (Kabupaten Rembang
2013) dan pajak parkir tertinggi Rp.725112,00 juta rupiah (Kabupaten Boyolali
2015).
Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten di Jawa Tengah
pada tahun 2014 – 2016 mencapai rata-rata Rp.2,57837,2508 juta rupiah dengan
PAD  terendah Rp.144724168,00 juta rupiah (Kabupaten Blora 2013) dan PAD
tertinggi Rp.541418386,00 juta rupiah (Kabupaten Banyumas 2013).
4.2.2 Uji Asumsi Klasik
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Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu
dilakukan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak
menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini
meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji
Autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik
Kolmogrov-Smirnov Test dengan taraf signifikansi 0,05. Jika signifikansi yang
dihasilkan > 0,05 maka distribusi residualnya normal. Begitu pula sebaliknya, jika
signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Hal ini menunjukkan
bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data
yang normal, sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi
normalitas seperti terlihat pada tabel 4.3
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 78
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 45049833,9492
2596
Most Extreme Differences Absolute ,063
Positive ,044
Negative -,063
Kolmogorov-Smirnov Z ,559
Asymp. Sig. (2-tailed) ,913
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 78
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 45049833,9492
2596
Most Extreme Differences Absolute ,063
Positive ,044
Negative -,063
Kolmogorov-Smirnov Z ,559
Asymp. Sig. (2-tailed) ,913
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data diolah,2018
Dari tabel 4.3 diatas yang telah diolah maka dapat dilihat bahwa nilai
Asymp.sig (2-tailed) adalah 0,913 yang berarti lebih besar daeri 0,05. Maka data
tersebut dinyatakan terdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Uji
multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan Varian Inflation Factor (VIF).
Jika nilai tolerance value diatas 0,10 maka nilai VIF dibawah 10 maka tidak
terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4
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Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
,521 1,921
,578 1,730
,523 1,912
,710 1,409
Sumber: Data diolah,2018
Berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas diketahui bahwa nilai
Tolerance diatas 0,10 (Pajak Hotel 0,521), (Pajak Penerangan Jalan 0,578), (Pajak
Reklame 0,523), (Pajak Parkir 0,710), Sedangkan untuk nilai VIF masing-masing
variabel independen lebih kecil dari nilai 10 (Pajak Hotel 1,921), (Pajak
Penerangan Jalan 1,730), (Pajak Reklame 1,912), (Pajak Parkir 1,409), Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara
variabel bebas (independen). Sehingga model regresi ini tidak adanya gejala
multikolinearitas.
3. Uji Heterokedastisitas
Uji Heteroskedasitistas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.
Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park. Dalam
uji Park dapat diperoleh jika nilai signifikansi variabel independen >0,05 maka
tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel
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independen <0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji
heteroskisidasitas menggunakan uji Park tabel 4.5
Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 32,510 ,670 48,502 ,000
Pajak Hotel 4,060E-7 ,000 ,228 1,537 ,129
Pajak Penerangan
Jalan
5,892E-8 ,000 ,305 2,164 ,067
Pajak Reklame -2,828E-7 ,000 -,067 -,454 ,652
Pajak Parkir -1,337E-6 ,000 -,115 -,902 ,370
a. Dependent Variable: LNU2i
Sumber: Data diolah,2018
Hasil uji heteroskesidasitas diketahui jika  variabel bebas Pajak Hotel,
Pajak Penerangan jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir menunjukkan nilai nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua
variabel Pajak Hotel, Pajak Penerangan jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir
bebas dari masalah heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan
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ujiDurbin- Watson (DW).  Berikut adalah hasil dari pengujian uji Durbin Watson
pada tabel 4.6
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 ,794a ,630 ,609 46267616,4882
3
1,861
a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak
Hotel
b. Dependent Variable: PAD
Sumber: Data diolah,2018
Hasil uji autokolerasi dengan uji Durbin - Watson menunjukkan nilai sebesar
1,861 dan nilai Du diperoleh sebesar 1,745 dengan jumlah variable 4 (k = 3) dan
jumlah sampel 78 yang menunjukkan du<dw< 4-du yaitu 1,745 < 1,861< 2,115.
Dengan demikian menunjukkan bahwa model regresi dengan uji Durbin - Watson
tidak terdapat masalah autokolerasi.
4.3.3 Uji Ketepatan Model
1. Koefisien Determinasi (R )
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel bebasdalammenerangkan
variabel terkait. Nilai determinasi ditentukan oleh nilai Adjusted R Square, nilai
koefisien ini adalah antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti
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kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas, namun jika hasil
mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hamper
semua imformasi yang di nutuhkan untuk memprediksi veriabel independen. Hasil
koefisien determinasi disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,794a ,630 ,609 46267616,48823
a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Reklame, Pajak Hotel
b. Dependent Variable: PAD
Sumber: Data diolah,2018
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang
ditunjukkan dari Adjusted R-Square sebesar 0,609 hal ini berarti 60,9%.  Hal ini
menunjukan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen yang
digunakan dalam model maupun menjelaskan sebesar 60,9% variasi variabel
dependen. Sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
2. Uji F
Menurut (Ghozali, 2016) menyatakan bahwa nilai F merupakan
pengujuian bersama-sama variabel independen yang di lakukan untuk melihat
variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dasar
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pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas
melihat signifikan yaitu:
a. Apabila F hitung < F tabel atau probabilitas > 0,05, maka parameter β tersebut
tidak layak berada di model.
b. Apabila F hitung > F tabel atau probabilitas < 0,05, maka parameter β tersebut
layak berada di model.
Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesa Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 2,658E17 4 6,644E16 31,038 ,000a
Residual 1,563E17 73 2,141E15
Total 4,220E17 77
a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Hotel
b. Dependent Variable: PAD
Sumber: Data diolah,2018
Pada tabel 4.8 hasil output diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar
31,038 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa model regresi yang di gunakan sudak layak berada di model.
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4.2.3 Analisis Regresi Berganda
Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,660E8 13767486,952 12,054 ,000
Pajak Hotel 21,527 5,427 ,391 3,966 ,000
Pajak Penerangan
Jalan
2,280 ,559 ,382 4,076 ,000
Pajak Reklame 11,785 12,806 ,091 ,920 ,360
Pajak Parkir 27,664 30,453 ,077 ,908 ,367
a. Dependent Variable: PAD
Sumber: Data diolah,2018
Berdasarkan hasil ujian diatas pada tebel 4.9 dengan menggunakan persamaan
regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ e
Y = 1,660E8+ 31,527X1 + 2,280X2 + 11,78X3+ 27,664X4+ e
Penjelasan persamaan diatas sebagai berikut:
1. Nilai kostanta (a) sebesar 1,660E8; artinya jika pajak hotel, pajak penerangan
jalan, pajak reklame dan pajak parkir nilainya 0, maka pendapatan asli daerah
nilainya sebesar 1,660E8.
2. Koefisien regresi pajak hotel (b1) sebesar 31,527; artinya jika pajak hotel
mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan mengalami
peningkatan sebesar 31,527 satuan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.
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3. Koefisien regresi pajak penerangan jalan (b2) sebesar 2,280; artinya jika pajak
peneranagan jalan mengalami kenaikan satu satuan, maka pendapatan asli
daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2,280 satuan asumsi variabel
lainnya bernilai tetap.
4. Koefisien regresi pajak reklame (b3) sebesar 11,78; artinya jika pajak reklame
mengalami penurunan satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan
mengalami penurunan sebesar 11,78 satuan asumsi variabel lainnya bernilai
tetap.
5. Koefisien regresi pajak parkir (b4) sebesar 27,664; artinya jika pajak parkir
mengalami penurunan satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan
mengalami penurunan sebesar 27,664 satuan asumsi variabel lainnya bernilai
tetap.
4.2.4 Uji Hipotesis
1.  Uji Signifikansi (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen
secara parsial atau secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.
Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih
kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang
menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi
variabel dependen. Berdasarkan hasil ujian diatas pada tebel 4.9.
Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa empat variabel
yang dimasukkan dalam model signifikan PAD. Diperoleh nilai t untuk variabel
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bebas Pajak Hotel  sebesar 3,966 dengan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil
dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk
menolak H0. Artinya Pajak hotel  berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Diperoleh nilai t untuk variabel bebas Pajak penerangan jalan sebesar
4.076 dengan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari tingkatkekeliruan
5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk menerima H0.Artinya Pajak
Penerangan Jalan  berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Diperoleh nilai t untuk variabel bebas Pajak reklame sebesar 0,920 dengan
nilai signifikansinya 0,360 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka
dapat diambil kesimpulan untuk menerima H0.Artinya Pajak reklame tidak
berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Diperoleh nilai t untuk variabel bebas Pajak parkir sebesar 0,908 dengan
nilai signifikansinya 0,367 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka
dapat diambil kesimpulan untuk menerima H0.Artinya Pajak parkir tidak
berpengaruh signifikan terhadap PAD.
4.3 Hasil Analisis Data
4.3.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pajak Hotel  berpengaruh terhadap
PAD pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah. Hasil Uji t untuk variabel
bebas Pajak Hotel sebesar 3,966 dengan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil
dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk
menolak H0. Artinya Pajak hotel  berpengaruh signifikan terhadap PAD.
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Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik Pajak
Hotel akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya jika semakin
rendah Pajak Hotel maka rendah pula terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Adanya pengaruh variabel pajak pajak hotel terhadap pendapatan asli
daerah  disebabkan oleh semakin meningkatnya tempat penginapan/hotel di
provinsi jawa tenggah  terutama pada tempat yang terdapat banyak lokasi wisata
yang membutuhkan fasilitas jasa penginapan/pariwisata seperti losmen gubuk
pariwisata, hotel dan sejenisnya hal ini dapat mempengaruhi pendapatan asli
daerah semakin bannyak pengguna jasa penginapan maka semakin banyak pula
pendapatannya jadi pajak hotel dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil
penelitan ini mendukung penelitian Rustanto (2014), dan Pramita (2013)
Menunjukkan adanya pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerh.
4.3.2 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Hipotesis kedua menunjukan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh
terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten Jawa Tengah. Hasil
uji t untuk variabel bebas Pajak penerangan jalan sebesar 4,076 dengan nilai
signifikansinya 0,000 lebih kecil dari tingkatkekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat
diambil kesimpulan untuk menerima H0.Artinya Pajak Penerangan Jalan
berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Pajak penerangan jalan merupakan  pungutan daerah atas penggunaan
tenaga listrik. Perusahaan Listrik Negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero
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Perusahaan Listrik Negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan
perseorangan dan/atau Badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik
untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan
(Samudra, 2015)
Adanya pengaruh variabel pajak penerangan jalan terhadap pendapatan
asli daerah  disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di
provinsi jawa tenggah  terutama pada aktifitas perekonomian dan penerangan
jalan di malam hari  yang membutuhkan penerangan hal ini dapat mempengaruhi
pendapatan asli daerah semakin banyak pengguna penerangan maka semakin
banyak pula pendapatannya jadi pajak penerangan jalan dapat mempengaruhi
pendapatan asli daerah. Hasil penelitan ini mendukung penelitian (Nirbeta, 2014)
yang menyimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan
terhadap pendapatan asli daerah.
4.3.3 Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh
terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kabupaten Jawa Tengah.
Hasil uji t untuk variabel bebas Pajak reklame sebesar 0,920  dengan nilai
signifikansinya 0,360 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat
diambil kesimpulan untuk menerima H0.Artinya Pajak reklame tidak berpengaruh
signifikan terhadap PAD.
Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri
dari alat maupun benda, perbuatan secara langsung ataupun melalui media yang
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menurut corak maupun bentuk ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan
guna menganjurkan, memujikan dan memperkenalkan seseorang, jasa maupun
barang agar dapat menarik suatu perhatian umum, serta ditempatkan disuatu
tempat umum, kecuali hal tersebut dilakukan oleh pemerintah (Nirbeta,2014).
Hasil penelitan ini mendukung penelitian Tilaar (2013) yang menunjukan
bahwa pajak reklame tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan
asli daerah. Dikarenakan bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi
yang cukup besar bagi pajak daerah kontribusi pajak reklame yaitu 0,00371.
4.3.4 Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hipotesis keempat menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh
terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kabupaten Jawa Tengah.
Hasil uji nilai t untuk variabel bebas Pajak parkir sebesar 0,908 dengan nilai
signifikansinya 0,908 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat
diambil kesimpulan untuk menerima H0.Artinya Pajak parkir tidak berpengaruh
signifikan terhadap PAD.
Pajak parkir yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggarakan tempat
parkir diluar badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
(Samudra, 2015).
Hasil penelitan ini mendukung penelitian (Putri, 2016) yang menunjukan
bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Dikarenakan  realisasi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target
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saja tanpa memperhitungkan historis kenaikan pertumbuhan realisasi parkir
pertahun sebesar 0,00045.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil uji t secara persial variabel pajak hotel  berpengaruh
siknifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Berdasarkan hasil uji t secara persial variabel pajak penerangan jalan
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Berdasarkan uji t secara persial variabel pajak reklame tidak berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Berdasarkan uji t secara persial variabel  pajak parkir tidak berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Peneliti ini hanya menguji empat variabel independen yaitu pajak hotel,
pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak parkir.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya waktu tigabtahun yaitu
tahun 2014 – 2016, sehingga tidak dapat menjadi objek yang lebih luas.
5.3 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai
berikut:
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1. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini bisa dijadikan refrensi dan bahan pertimbangan peneliti
denngan menambahkan variabel independen yang berbeda dalam
memoengaruhi pendapatan asli daerah. Dan dapat melakukan penelitian
dengan data atau sampel dengan rentan waktu yang lebih panjang dari
penelitian ini.
2. Bagi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah daerah Kabupaten di Jawa Tengah dapat meningkatkan
kemampuan penerimaan daerah, khususnya dalam pajak hotel, pajak
penerangan jalan, pajak reklame dan pajak parkir, agar pendapatan asli
daerah tersebut terus meningkat melalui penggalian potensi daerah dengan
menambah dan mengembangkan jenis – jenis pajak daerah yang sesuai
dengan kepentingan daerah tersebut.
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Lampiran 1
Jadwal Penelitian
N
o
Bulan April
2017
Juni
2017
Juli
2017
Agustus
2017
Oktober
2017
November
2017
Desember
2017
Januari
2018
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan
Proposal
X
2 Konsultasi x X x x X
3 Revisi Proposal x x x x
4 Pengumpulan
Data
X
5 Analisis Data x x X
6 Penulisan Akhir
Naskah Skripsi
x
7 Pendaftaran
Munaqosah
x
8 Revisi
Munaqosah
x x x x x x x
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mpiran 2
Realisasi PAD tahun 2014 (dalam jutaan)
Nomer Kabupaten PAD 2014 PAD 2015 PAD 2016
1 Banjarnegara 161652537 180561068 221048387
2 Bayumas 435597668 502281349 541418386
3 Batang 172638212 179721273 209957559
4 Blora 144724168 156402924 171277522
5 Boyolali 227516495 260633637 292310032
6 Brebes 267770613 301953709 339156063
7 Cilacap 374023664 409845660 428598349
8 Demak 220329949 254324487 299211316
9 Grobogan 235295346 272716439 299211316
10 Jepara 231673059 270251582 322509753
11 Karanganyar 215298860 255445549 301307800
12 Kebumen 242079502 245159255 291016321
13 Kendal 215294086 239564403 265074406
14 Klaten 177922415 190622670 224197408
15 Kudus 234073308 255284092 279239106
16 Magelang 242448677 186677410 285977144
17 Pati 279252884 310063640 314921084
18 Pekalongan 255037424 152044596 310572581
19 Pemalang 217345439 230435212 275458054
20 Purbalingga 202593689 215622047 251816231
21 Purworejo 200258601 233934134 255599240
22 Rembang 179642187 193122759 234168365
23 Semarang 248213019 278851900 318536051
24 Sragen 254392449 280694627 297176332
25 Sukoharjo 264814413 313947492 363163427
26 Tegal 253716602 304000970 316051189
27 Temanggung 160726943 212498139 281328148
28 Wonogiri 182149063 211206139 218604854
29 Wonosobo 175319364 182607628 199894767
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Lampiran 3
Realisasi Pajak Daerah 2014 (dalam jutaan)
Nomer Kabupaten
2014
Pajak Hotel
Pajak
Penerangan Jalan
Pajak
Reklame Pajak Parkir
1 Banjarnegara 161682 12243379 413352 54129
2 Bayumas 4772100 37640166 2026432 308167
3 Batang 296457 16029130 997225 16800
4 Blora 1003904 12934491 539855 44371
5 Boyolali 283292 25027855 1366783 516153
6 Brebes 85840 27125623 916932 40062
7 Cilacap 2421517 45292301 1357835 112887
8 Demak 62026 27682112 565431 46637
9 Grobogan 217262 19827823 101456 103437
10 Jepara 447705 24230216 255255 39384
11 Karanganyar 1114948 42046169 580398 176881
12 Kebumen 342982 18578924 79109 90833
13 Kendal 54559 34030023 950804 1250
14 Klaten 720156 26464577 2891652 352496
15 Kudus 983032 32500914 1363853 222552
16 Magelang 9415372 22604040 879991 553108
17 Pati 594141 25222743 694044 57874
18 Pekalongan 331276 18848747 406135 10359
19 Pemalang 231207 19367266 1000738 20167
20 Purbalingga 315990 13072361 744746 57675
21 Purworejo 264485 10985459 285263 19366
22 Rembang 3445 2830876 3256 1110
23 Semarang 2168918 33980950 1547577 107923
24 Sragen 86755 27110117 222980 63130
25 Sukoharjo 1989030 51848923 369997 343435
26 Tegal 273991 26227599 1151045 27871
27 Temanggung 87682 11233947 474859 51312
28 Wonogiri 168334 12958727 896328 7158
29 Wonosobo 110732 9277428 158053 12600
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Lampiran 4
Realisasi Pajak Daerah 2015 (dalam jutaan)
Nomer Kabupaten
2015
Pajak
Hotel
Pajak
Penerangan
Jalan
Pajak
Reklame
Pajak
Parkir
1 Banjarnegara 218357 13895464 494192 100691
2 Bayumas 6025201 44401192 2721150 532861
3 Batang 319577 18987341 1142398 19495
4 Blora 2465989 14906713 526251 54931
5 Boyolali 185245 30301639 1425423 725112
6 Brebes 85329 30519469 829928 63194
7 Cilacap 3417495 52102212 114073 129959
8 Demak 178361 33677016 1004782 93643
9 Grobogan 215886 22453428 359405 127732
10 Jepara 576160 27278139 340113 64318
11 Karanganyar 1616436 54299102 515771 233065
12 Kebumen 462468 20583528 403857 103478
13 Kendal 77072 39371079 1050125 1150
14 Klaten 799163 29629973 2727401 412392
15 Kudus 1443181 37183712 1451748 340172
16 Magelang 10267691 24810514 890442 693191
17 Pati 669935 28837817 845629 54837
18 Pekalongan 338148 21103472 552370 12678
19 Pemalang 280441 21826299 1091299 20671
20 Purbalingga 301703 14616307 774531 50526
21 Purworejo 381208 12461580 384726 20319
22 Rembang 706828 12671168 676542 8350
23 Semarang 2364858 40453253 1646028 139117
24 Sragen 2085250 31865350 2057374 66468
25 Sukoharjo 980231 62178885 3721488 630557
26 Tegal 323246 29773716 1414764 37077
27 Temanggung 94010 12797960 563869 51438
28 Wonogiri 184115 14447318 965983 8996
29 Wonosobo 171582 10088535 459679 11751
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Lampiran 5
Realisasi Pajak Daerah tahun 2016 (dalam jutaan)
Nomer Kabupaten
2016
Pajak
Hotel
Pajak
Penerangan
Jalan
Pajak
Reklame
Pajak
Parkir
1 Banjarnegara 575517 14657097 577846 125962
2 Bayumas 6864568 49331136 2680641 823658
3 Batang 394059 20361874 1272983 25637
4 Blora 1953364 15546804 869937 56724
5 Boyolali 125383 31914816 1709114 1332249
6 Brebes 89754 33322379 1027074 64191
7 Cilacap 3732185 53637132 1526067 193737
8 Demak 491789 37047500 1199664 136013
9 Grobogan 222892 24544679 411983 131985
10 Jepara 832543 29687749 955531 68769
11 Karanganyar 3731793 53757420 1211677 288191
12 Kebumen 1076952 22374056 423660 116009
13 Kendal 96532 39441805 1308670 4150
14 Klaten 54458 31511746 3322015 885120
15 Kudus 1626606 36962689 1535547 378196
16 Magelang 11317863 25534154 911997 1306542
17 Pati 764033 31820546 821043 79575
18 Pekalongan 396119 21840786 691087 23349
19 Pemalang 308953 23847396 1255016 23337
20 Purbalingga 335720 15740888 878700 54678
21 Purworejo 398827 13301455 566737 50838
22 Rembang 786470 13702599 779695 8740
23 Semarang 2977370 40853043 1857981 139725
24 Sragen 133266 33730018 185716 85781
25 Sukoharjo 5280673 63601337 4830973 596373
26 Tegal 376063 32436002 1882479 35949
27 Temanggung 96680 139747 546347 52707
28 Wonogiri 198168 15035912 1035912 12969
29 Wonosobo 209002 10316249 539351 28041
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Lampiran 6
Hasil Statistik Diskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PAD 78 1,45E8 5,41E8 2,5784E8 74034309,41872
Pajak Hotel 78 3445,00 6864568,00 908550,6538 1346397,24168
Pajak Penerangan
Jalan
78 139747,00 54299102,00 25545640,1538 12398479,76622
Pajak Reklame 78 3256,00 2721150,00 905925,7949 569292,10920
Pajak Parkir 78 1110,00 1332249,00 123375,3462 205527,12949
Valid N (listwise) 78
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Lampiran 7
Hasil Uji Asumsi Klasik :
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 78
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 45049833,9492
2596
Most Extreme Differences Absolute ,063
Positive ,044
Negative -,063
Kolmogorov-Smirnov Z ,559
Asymp. Sig. (2-tailed) ,913
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Lampiran 8
Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1,660E8 13767486,95
2
12,054 ,000
Pajak Hotel 21,527 5,427 ,391 3,966 ,000 ,521 1,921
Pajak
Penerangan
Jalan
2,280 ,559 ,382 4,076 ,000 ,578 1,730
Pajak
Reklame
11,785 12,806 ,091 ,920 ,360 ,523 1,912
Pajak Parkir 27,664 30,453 ,077 ,908 ,367 ,710 1,409
a. Dependent Variable: PAD
Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 32,510 ,670 48,502 ,000
Pajak Hotel 4,060E-7 ,000 ,228 1,537 ,129
Pajak Penerangan
Jalan
5,892E-8 ,000 ,305 2,164 ,067
Pajak Reklame -2,828E-7 ,000 -,067 -,454 ,652
Pajak Parkir -1,337E-6 ,000 -,115 -,902 ,370
a. Dependent Variable: LNU2i
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Lampiran 9
Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 ,794a ,630 ,609 46267616,4882
3
1,861
a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak
Hotel
b. Dependent Variable: PAD
Hasil Pengujian Ketetapan Model :
Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2,658E17 4 6,644E16 31,038 ,000a
Residual 1,563E17 73 2,141E15
Total 4,220E17 77
a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Hotel
b. Dependent Variable: PAD
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Lampiran 10
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,794a ,630 ,609 46267616,4882
3
a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Reklame, Pajak Hotel
b. Dependent Variable: PAD
Hasil Uji Rgresi Linier Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,660E8 13767486,95
2
12,054 ,000
Pajak Hotel 21,527 5,427 ,391 3,966 ,000
Pajak Penerangan
Jalan
2,280 ,559 ,382 4,076 ,000
Pajak Reklame 11,785 12,806 ,091 ,920 ,360
Pajak Parkir 27,664 30,453 ,077 ,908 ,367
a. Dependent Variable: PAD
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Lampiran 11
Hasil Pengujian Hipotesis:
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,660E8 13767486,95
2
12,054 ,000
Pajak Hotel 21,527 5,427 ,391 3,966 ,000
Pajak Penerangan
Jalan
2,280 ,559 ,382 4,076 ,000
Pajak Reklame 11,785 12,806 ,091 ,920 ,360
Pajak Parkir 27,664 30,453 ,077 ,908 ,367
a. Dependent Variable: PAD
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Lampiran 15
Daftar Riwayat Hidup
Nama Lengkap : Riskhi
Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 26 Juli 1995
Agama : Islam
Alamat Dukuh Rt 15, Karangasem, Tanon, Sragen
No. Telepon : 085799591751
Email : Ris_khi58@yahoo.com
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah kandung : Kirno
Nama Ibu kandung : Wiwik
Riwayat Pendidikan Formal
No Pendidikan Tahun
1 SDN 2 KARANGASEM 2007
2 MTS N PLUPUH 2010
3 SMK MUHAMMADIYAH 3 GEMOLONG 2013
